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ABSTRAK

Qanita Mokodompis, Tahun 2023. Sistem dan Prosedur Penerapan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran
Tonasa Lines. Karya Tulis llmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dimbimbing oleh
Pembimbing | Bapak Muhammad Adil dan Pembimbing Il Bapak Muhammad
Khaedar Sahib.

Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui system dan prosedur
penerapan pajak pertambahan nilai atas kegiatan jasa pelayaran pada PT
Pelayaran Tonasa Lines. Objek penelitian pada tugas akhir ini adalah Wajib
Pajak Badan PT Pelayaran Tonasa Lines. Teknik analisis data yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan menggunakan metode wawancara, kepustakaan, observasi, dan
memperoleh data berupa dokumen dari tempat penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system dan prosedur penerapan
pajak pertambahan nilai atas kegiatan jasa pelayaran yang diterapkan di PT
Pelayaran Tonasa Lines dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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ABSTRACT

Qanita Mokodompis, 2023. System and Procedure for Applying Value-
Added Tax on Shipping Service Activities to PT Pelayaran Tonasa Lines.
Science Writing (KTI), Tax Study Program, Faculty of Economics and Business at
Muhammadiyah Makassar University. Guided by Guiding | Mr. Muhammad Adil
and Guiding Il Mr. Muhammad Khaedar Sahib.

The purpose of this study is to find out the system and procedure for
applying value-added tax to shipping services activities at PT Pelayaran Tonasa
Lines. The research object in this final task is the Taxpayer of PT Voyager
Tonasa Lines. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The
data collection technique used is the use of interview, library, observation, and
data collection methods from research sites.

The results of this study show that the system and procedure for applying
value-added tax to shipping services activities implemented at PT
PelayaranTonasa Lines can be said to be in accordance with the regulations.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan jurnal karya Fauziah Agmarina menyatakan bahwa salah
satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan
pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan  dinamis  harus
dimanfaatkan dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan
ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk
sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam
pembangunan nasional.  Pemungutan pajak tidak sekedar menjadi
kewajiban tetapi juga terdapat hak yang melekat. Penerimaan pajak
digunakan untuk pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan
ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Sumber pendanaan yang diterima oleh negara harus dikelola
dengan kebijaksanaan yang tinggi serta dialokasikan untuk kesejahteraan
rakyat.

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan
pengeluaran pemerintah  sebagaimana ditetapkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai
kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang
dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk



mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan
pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter
yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah
uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan
pilihan-pilihan  pemerintah  dalam menentukan besarnya jumlah
pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit
digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan
tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran
pemerintah yang ada ditingkat provinsi yang lebih dikenal dengan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Pajak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD tersebut
dikelompokan menjadi empat jenis, salah satunya adalah pajak daerah
yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas
setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari
produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai
diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak
Penjualan (PPn). Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai

merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena



Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung
kegiatan ~masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan
pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara,
mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Mekanisme
pemungutan Pajak Penjualan pada tahun 1951 dalam pelaksanaannya
menimbulkan dampak kumulatif atau pajak berganda. Hal ini dapat
mendorong seorang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak
atau penggelapan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam
negeri maupun perdagangan internasional.

Kemajuan yang terjadi pada suatu negara dapat dilihat dari
penerimaan sektor pajaknya. Saat ini, pajak semakin tidak dapat
dipisahkan dari setiap kegiatan manusia. Dimana tiap gerak langkah
masyarakat pasti ada kaitannya dengan pajak. Hal ini dapat dikatakan
demikian, karena setiap orang selalu bersinggungan dengan hal-hal yang
baik secara langsung berhubungan dengan pajak.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiiki dana untuk menjalankan
kebijakan-kebijakan. Setiap pergantian masa pemerintahan bahkan di
setiap tahun bisa terjadi perubahan khususnya untuk sektor perpajakan
dimana perubahan yang terjadi diharapkan akan menaikkan pendapatan
dari pajak.

Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik yang
berlangsung cepat di negara ini, peraturan pajak senantiasa selalu

diperbaharui secara terus menerus dengan tujuan agar dapat menyesuaikan



dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagaimana
dalam perubahan kebijakan Undang-Undang PPN yang baru terdapat
pengkreditan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda. PPN
merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dialihkan kepada pihak ketiga maupun orang lain. Penerapan PPN di
Indonesia mewajibkan seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk
memungut PPN ketika melakukan suatu transaksi penjualan atau
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
Adapun PPN yang harus disetor ke negara adalah selisih antara PPN yang
dipungut pada saat penyerahan (Pajak Keluaran) dan PPN yang dibayar
atas perolehan atau pembelian BKP atau JKP.

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung
dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang
dikenakan terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
merupakan pajak masukan sebesar 11% dari harga beli barang. Pada
prinsipnya kegiatan ekspor barang dan jasa dikenai PPN 11%. Namun,
dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha Indonesia dan untuk
meningkatkan daya saing, maka pemerintah menetapkan tarif PPN 0% atas
kegiatan ekspor. Tarif ini hanya diberikan bagi pengusaha yang sudah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penerapan tarif tersebut
bukan ada pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian pajak
masukan yang telah dibayar untuk jasa kena pajak yang berkaitan dengan

kegiatan tersebut dapat dikreditkan.



Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa disebut dengan PPN sebagai
penyumbang penerimaan pajak terbesar dikenakan hanya terhadap
pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata
rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena setiap
perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur
perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan
memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para
konsumen. Jadi, semua pengeluaran pada perusahaan merupakan unsur
pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai. Dalam kegiatan pemungutan PPN tidak membedaka tingkat
kemampuan konsumennya. Konsumen yag memiliki kemampuan tinggi
dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama.
Dengan demikian, PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi
kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajak yang ditanggung
dan semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak
yang akan dibayar.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
sumber terbesar pendapatan negara adalah dari sektor pajak. Pernyataan
tersebut dapat dibuktikan dari data Nota Keuangan APBN tentang Target
Pendapatan Negara Tahun 2020-2021. Dimana pendapatan negara dari
sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu
dari sektor penerimaan bukan pajak dan hibah. Data pendapatan negara

dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:



Tabel 1.1 Target Pendaptan Negara Tahun 2020-2021 (triliun rupiah)

Uraian 2020 2021

l. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.629,0 1.733,0
1. Penerimaan Perpajakan 1.285,1 1.375,8

a. Penerimaan Pajak 1.072,1 1.142,5

b. Kepabean dan Cukai 213,0 233,4

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 343,8 357,2

a. Sumber Daya Alam 97,2 130,9

b. Pendapatan dan Kekayaan 66,1 30,0

Negara yang Dipisahkan

c. PNBP lainnya 111,2 118,0

d. Pendapatan BLU 69,3 78,3

1. HIBAH 18,8 2,7

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2022 Kementrian Keuangan

Berdasarkan penyajian data di atas dapat kita simpulkan bahwa
penerimaan pajak selalu lebih besar yaitu mencapai Rp1.375,8 triliun,
PNBP sebesar Rp357,2 triliun, dan hibah sebesar Rp2,7 triliun.
Meningkatnya penerimaan pajak tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh
perbaikan kondisi perekonomian nasional dibandingkan tahun 2020 dan
upaya optimalisasi sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak
(tax amnesty) pada tahun sebelumnya.

Penulis memilih PT Pelayaran Tonasa Lines menjadi tempat penelitian

karena di perusahaan tersebut menyediakan jasa pengiriman yang menjadi




tolak ukur kelancaran mobilitas pengiriman semen curah ke lokasi packing
plant yang berada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan
pasar termasuk pengiriman ke luar negeri. Pada perusahaan ini tentunya
menerapkan pajak atas kegiatan jasa yang dilakukannya salah satunya PPN
yang menjadi topik utama dalam karya tulis ilmiah ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil
judul dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih rinci mengenai
permasalahan-permasalahan tersebut dengan judul “Sistem dan Prosedur
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Jasa
Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis
tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai “Bagaimana Sistem
dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa

Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines?”

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran

Tonasa Lines.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara yaitu:

1. Kegunaan Akademis



Manfaat penelitian ini bagi ilmu pengetahuan agar dapat
menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan
wawasan yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal
Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan jasa pelayaran.

Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait
utamanya bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam memahami dan
mampu untuk dipraktekkan di lapangan dalam bidang Pajak

Pertambahan Nilai.
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LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1.

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam setiap
pertimbangan yang akan diambil oleh pemerintah. Pajak
merupakan penerimaan kas negara terbesar untuk membiayai setiap
pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara
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dalam lapangan ekonomi dan sosial. Sehingga pajak mempunyai
beberapa fungsi, antara lain:
a. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang
mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Pajak dapat digunakan untuk menghambat inflasi.

4) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong
kegiatan ekspor.

5) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang
membantu perekonomian agar kedepannya semakin
produktif.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa
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dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di
masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif
dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan
untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga
untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka
kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat menigkatkan
pendapatan masyarakat.
3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat shagai

berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan,
undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus
adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya
mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib
Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan

Pajak.
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b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang
(Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat
2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan
keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
produksi ~ maupun  perdagangan  sehingga  tidak
menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus
lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-
undang perpajakan yang baru.

4. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak.
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b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada Waib Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak terutang.
c. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib
Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
5. Pengelompokan Pajak
a. Menurut Golongannya
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain.
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Menurut Sifatnya
1) Pajak subjektif, vyaitu pajak yang berpangkal atau
berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkat pada objeknya,

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
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c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah.

6. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu

negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan

pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang
bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib

Pajak luar negeri.



15

7. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di
Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur
produksi dan distribusi. Pegenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat
dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola
konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari perkembangan
transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan
objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak
penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa
sudah tidak lagi memadai utuk menampung kegiatan masyarakat
dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain
untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan
pemerataan pembebanan pajak.

8. Objek PPN
PPN dikenakan atas:
a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:

1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
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2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP
Tidak Berwujud.

3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjannya.

Impor BKP

Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:

1) Jasa diserahkan merupakan JKP.

2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya.

. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean.

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean.

Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam

kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan

yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
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i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan
aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

9. Mekanisme Pengenaan PPN
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut

metode kredit pajak (credit method) serta metode faktur pajak
(invoice method). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau
Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN
dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan
distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak
atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme
pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk
melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan
adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN
oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP
penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan
disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima
bukti pemungutan berupa faktur pajak.

b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain,

wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan
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pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP
penjual wajib membuat faktur pajak.

c. Apabila dalam suatu Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya
sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih
besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus
disetorkan ke kas negara.

d. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah pajak keluaran lebih
kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat
direstitusi (dimita kembali) atau dikompensasikan ke Masa
Pajak berikutnya.

e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

B. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir
yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan
masalah. Berdasarkan literatur yang telah ditelaah maka kerangka

konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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[ PT PELAYARAN TONASA ]

l

Sistem dan Prosedur Penerapan
PPN

Kegiatan Jasa
Pelayaran
[ PPN ]

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan
dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan
penelitian pada PT PELAYARAN TONASA LINES vyang
bertempat di JI. Kapten Pahlawan Laut No.5 selama kurang lebih
dua bulan lamanya.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Metode Kepustakaan (Library Research), metode pengumpulan
data ini digunakan dengan cara mengumpulkan informasi yang
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang
menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh

dari buku-buku ilmiah, jurnal, ensiklopedia, laporan penelitian,
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dan sumber-sumber tulis baik cetak maupun elektronik yang
relevan dengan topik penelitian.

b. Metode Lapangan (Field Research), vyaitu metode
pengumpulan data dengan cara penulis meninjau langsung ke
lapangan untuk melakukan penelitian pada PT Pelayaran
Tonasa Lines. Kegiatan yang penulis lakukan di perusahaan
adalah sebagai berikut:

1) Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara melihat maupun mengamati kegiatan penerapan Pajak
Pertambahan Nilai atas kegiatan ekspor pada PT Pelayaran
Tonasa Lines.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung
dengan pihak PT Pelayaran Tonasa Lines yang dapat
memberikan informasi atau keterangan yang relevan terkait
dengan topik penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data
1) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk

informasi dari perusahaan, contoh sejarah, dan struktur

organisasi instansi tempat penelitian.
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2) Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka-
angka berupa laporan yang berkaitan dengan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada kegiatan jasa pelayaran.

b. Sumber Data

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
perusahaan, contoh wawancara dengan pimpinan atau
pihak-pithak lain yang berkaitan dengan analisis Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada kegiatan jasa pelayaran.

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melalui
suatu perantara, data yang didapatkan ini sudah tidak asli
lagi atau bisa disebut data kedua, contoh data sejarah dan
struktur organisasi perusahaan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada karya tulis ilmiah ini adalah

deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan penerapan PPN atas jasa

elayaran kegiatan ekspor di PT Pelayaran Tonasa Lines.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada PT Pelayaran Tonasa Lines yang
merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Semen Tonasa yang
bergerak di bidang jasa pelayaran berlokasi di Jl. Kapten Pahlawan
Laut No.5, Bulu Cindea, Kec. Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan
Kepulauan, Sulawesi Selatan.
1. Visi
Menjadi salah satu perusahaan pelayaran angkutan semen
terkemuka di Indonesia.
2. Misi
Mengoptimalisasikan pengoperasian kapal yang efisien sehingga
dapat mengambil alih pendistribusian Semen Tonasa melalui laut.
B. Sejarah Singkat
Kehadiran PT. Perusahaan Pelayaran Tonasa Lines (Tonasa Lines),
begitu penting buat PT. Semen Tonasa selaku produsen semen terbesar
di Indonesia bagian timur khususnya untuk pendistribusian semen antar
pulau. Didirikan 8 Februari 1989 dengan akte notaris no.61, kemudian
ada perubahan akte menjadi No.4 tanggal 2 November 1989 yang telah
disetujui dan disahkan oleh menteri kehakiman dan dimuat dalam berita

negara Republik Indonesia, 29 Desember 1992 No.104.

22
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Pada awalnya Tonasa Lines, menyewa kapal-kapal kayu untuk
kegiatan operasional dan menunjang aktivitas sebagai perusahaan
pelayaran yang tugas pokoknya melayani distribusi angkutan semen
tonasa antar pulau.

PT. Pelayaran Tonasa lines didirikan tidak lain tujuannya adalah
untuk kelancaran pengiriman semen antar pulau yang mana sebelumnya
sering mengalami kendala akibat tidak adanya yang secara khusus
menangani angkutan melalui laut. Kalaupun ada tetapi tidak maksimal
sehingga kebutuhan konsumen antar pulau tidak dapat terpenuhi sesuai
target pasar. Ada tiga alasan mendasar didirikannya PT. Pelayaran
Tonasa Lines, yaitu:

1. 70% pemasaran Semen Tonasa, melalui distribusi laut.

2. Biaya Time charter kapal terlalu mahal.

3. Muatan yang akan di angkut (semen dan bahan baku) jelas dan
pasti.

Dengan dasar itulah disepakati untuk mendirikan perusahaan
pelayaran demi kelancaran pengiriman semen Tonasa ke konsumen
yang jauh di seberang lautan dalam wilayah pemasaran semen
Tonasa.

Begitulah perusahaan afiliasi pelayaran Tonasa Lines
mengarungi laut dari waktu ke waktu hingga saat ini, dan di anggap
cukup sukses di bidangnya dalam pelayanan angkutan semen

Tonasa.
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C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah metode atau sistem yang digunakan
untuk mendefinisikan tingkatan dalam sebuah organisasi yang di
dalamnya terdapat pembagian kerja, fungsi serta tanggung jawab
dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi,
dan membantu organisasi tersebut dalam kelancaran kegiatan dan
mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan nanti. Pembagian
struktur organisasi di kantor PT Pelayaran Tonasa Lines dapat dilihat

pada gambar sebagai berikut:

GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

BOARD OF
COMMISSIONERS
T
I 1 1
FINANCE, HC, AND 2;?‘&23“];:?1
ADMINISTRATION PRESIDENT DIRECTOR
A SUPERINTENDENT
DIRECTOR
—_—
1 | | | 1
FINANCE & BUSINESS
heeel ACCOUNTING SENIOR ESG"X'E"UN'CAT'ON @ DEVELOPMENT SENIOR| 'S”éLEIg';’?\;:#EgER DPA & CSO MANAGER - :;imﬁ”;w
MANAGER MANAGER
LOGISTIC SENIOR OPERATION SENIOR
™ IMANAGER f=={DEPUTY & CSO ™ MANAGER
TECHNICAL
- HMiﬁféE?{EN'OR NAHKODA ket SUPERINTENDENT
SENIOR MANAGER

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi PT Pelayaran Tonasa Lines
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D. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi
1. Presiden Direktur (President Director)

a. Menyusun strategi dan perencanaan bisnis yang berkualitas
dan sejalan dengan objektif jangka pendek maupun jangka
panjang perusahaan.

b. Memimpin dan memotivasi team untuk meningkatkan
keterlibatan karyawan dan membangun team dengan motivasi
kuat untuk senantiasa memberikan hasil kerja terbaik (highly
motivated team, high-performance team).

c. Melakukan mekanisme pengawasan terhadap seluruh proses
operasi dan bisnis yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Tonasa
Lines untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut memberikan
hasil yang diharapkan dan konsisten dengan strategi dan
objektif perusahaan maupun parent company secara umum,
serta sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

d. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran
manajemen senior, mitra-mitra eksternal, dan seluruh
stakeholder PT. Pelayaran Tonasa Lines dan parent company
secara umum.

e. Memastikan proses operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines
mengutamakan dan memenuhi standard Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dan mematuhi peraturan kemaritiman

yang berlaku.
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f. Memastikan seluruh proses operasional PT. Pelayaran Tonasa
Lines menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi sesuai
spesifikasi standard yang ditetapkan parent company.

g. Memastikan kebijakan dan sistem yang dibangun dan
ditetapkan oleh perusahaan dipahami dan dipatuhi oleh seluruh
manajemen senior, unit, dan karyawan di dalam PT.
PelayaranTonasa Lines.

2. Komunikasi dan Hukum (Communication & Legal)
a. Memastikan dan menjaga kepatuhan PT. Pelayaran Tonasa
Lines terhadap standar-standar dan peraturan yang berlaku.
b. Menyusun dan melaksanakan program audit internal pada
PT. Pelayaran Tonasa Lines.
c. Menjadi penghubung antara auditor dengan internal PT.
Pelayaran Tonasa Lines pada proses audit eksternal.
d. Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di
luar perusahaan.
3. Manajer Senior Pengembangan Bisnis (Business Development

Senior Manager)

a. Memastikan Business Development Staff melaksanakan

tugasnya dengan baik.

b. Menentukan strategi bisnis agar omzet perusahaan terus

meningkat.
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c. Menjalin hubungan dengan klien baru dan klien lama untuk
menciptakan loyalitas klien dan mempererat kerja sama
bisnis order muatan.

d. Memastikan pemenuhan kontrak tender muatan setelah
terjadi kesepakatan harga dengan klien.

e. Memastikan pemenuhan order jasa keagenan mencakup
kebutuhan-kebutuhan kapal keagenan setelah terjadi
kesepakatan harga dengan klien.

4. Manajer Senior Internal Audit (Internal Audit Senior Manager)

a. Merancang, mengelola, dan memimpin proses internal audit
untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan
perusahaan.

b. Melaporkan temuan-temuan terkait proses kepada kepada
manajemen.

c. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua
pihak dalam perusahaan.

d. Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam mapun di luar
perusahaan.

5. Manajer DPA & CSO (DPA & CSO Manager)

a. Memastikan DPA & CSO Staff melaksanakan tugasnya
dengan baik.

b. Memastikan aturan-aturan international dari IMO berupa

elemen ISM Code, Peraturan Menteri no. 45 tahun 2012
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tentang Manajemen Ke selamatan Kapal dan UU no. 17 tahun
2008 tentang Pelayaran sudah di terapkan dan dilaksanakan
oleh seluruh crew Kapal mulai dari berangkat berlayar sampai
kembali tiba bersandar.

c. Memastikan selurun crew kapal menggunakan alat-alat
keselamatan ketika bekerja.

d. Memastikan alat-alat keselamatan kerja yang ada di atas kapal
berfungsi dan dalam kondisi baik.

e. Memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan di atas
kapal/di laut.

f. Memastikan kapal yang akan dioperasikan untuk berlayar
dalam kondisi baik, tidak mengalami kendala teknis baik
mesin, kelistrikan, maupun konstruksi kapal.

g. Memastikan crew kapal yang akan beroperasi di atas kapal
sudah mengikuti tahap seleksi dan memenuhi syarat untuk bisa
ikut berlayar.

6. Deputy & CSO

a. Memastikan sertifikat-sertifikat Kapal Milik yang expired
sudah diperpanjang oleh Syahbandar.

b. Memastikan aturan-aturan keselamatan yang diterapkan oleh
IMO berupa elemen ISM Code, Peraturan Menteri no. 45 tahun
2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal dan UU no. 17

tahun 2008 tentang Pelayaran sudah diterapkan dan
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dilaksanakan oleh seluruh crew di atas Kapal mulai dari
berangkat berlayar sampai kembali tiba bersandar.

c. Memastikan seluruh crew Kapal menggunakan alat-alat
keselamatan di atas kapal.

d. Memastikan alat-alat keselamatan kerja yang ada di atas kapal
berfungsi dan dalam kondisi baik.

e. Memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan di atas
kapal/di laut.

f. Memastikan kapal yang akan dioperasikan untuk berlayar
dalam kondisi baik, tidak mengalami kendala teknis baik
mesin, kelistrikan, maupun konstruksi kapal.

7. Direktur Keuangan, HC, & Administrasi (Finance, HC, &

Administrasion Director)

a. Memastikan operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines tidak
mendapat kendala dari sisi keuangan, pengelolaan sumber daya
manusia, serta pengelolaan administrasi dan umum.

b. Memastikan terdapat level kecukupan kas yang memadai pada
PT. Pelayaran Tonasa Lines.

c. Bekerjasama dengan President Director untuk memastikan
setiap transaksi pada PT. Pelayaran Tonasa Lines dilakukan

sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.
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Mengelola keuangan dan transaksi PT. Pelayaran Tonasa Lines
sehingga perusahaan mendapatkan level profitabilitas yang
diharapkan.

Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran senior
manajemen, parent company, mitra-mitra eksternal, dan

seluruh stakeholder PT. Pelayaran Tonasa Lines.

8. Nahkoda

a.

b.

C.

Memastikan kapal dalam kondisi aman dan layak.
Melapor semua kecelakaan/insiden yang terjadi di kapal.

Bertanggung jawab atas kinerja awak kapal selama perjalanan.

9. Manajer Senior Keuangan & Akuntansi (Finance & Accounting

Senior Manager)

a.

Memastikan operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines dan tidak

mendapat kendala dari sisi keuangan.

. Memastikan terdapat level kecukupan kas yang memadai di

baik pada level PT Pelayaran Tonasa Lines maupun pada level
perusahaan.
Memastikan setiap transaksi PT. Pelayaran Tonasa Lines dan

dijalankan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.

. Mendukung strategi pengelolaan keuangan PT. Pelayaran

Tonasa Lines dalam rangka memperoleh level profitabilitas

yang diharapkan.
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e. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran senior
manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh stakeholder PT.
Pelayaran Tonasa Lines.

10. Manajer Senior Logistik (Logistic Senior Manager)

a. Mengawasi aktivitas logistik sehari-hari di lingkungan PT.
Pelayaran Tonasa Lines.

b. Merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi  dan
melakukan evaluasi terhadap sistem kerja di divisi logistik PT.
Pelayaran Tonasa Lines.

c. Mengkoordinir tim logistik dalam melaksanakan tugas
berdasarkan SOP.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performansi dan
produktivitas setiap divisi di bawah divisi logistik PT.
Pelayaran Tonasa Lines.

e. Melakukan riset, mengamati, dan mengidentifikasi peluang
pertumbuhan / perluasan bisnis.

f. Menyusun dan menyajikan laporan operasional, performansi,
dan kinerja divisi logistik kepada Finance, HC, &
Administration Director PT. Pelayaran Tonasa Lines.

g. Mendefinisikan tanggung jawab yang jelas, menentukan tujuan
yang spesifik, terukur, realistis, dan terikat waktu, menentukan
ukuran-ukuran Key Performance Indicator (KPI) untuk setiap

divisi di bawah divisi logistik PT. Pelayaran Tonasa Lines.
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Memotivasi tim logistikdalam pelaksanaan tugas sehari-hari
guna memaksimalkan perfoma tim dalam upaya pencapaian

target perusahaan.

. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan seluruh

karyawan PT. Pelayaran Tonasa Lines, mitra-mitra eksternal,

pers, dan seluruh stakeholder lainnya.

11. Manajer Senior HC & GA (HC & GA Senior Manager)

a.

Mengontrol dan mengawasi urusan personalia sumber daya
manusia dan general affairs di PT. Pelayaran Tonasa Lines,
agar dapat menjalankan pekerjaannya sesuai target yang

ditentukan.

. Mengembangkan kemampuan dan melaksanakan pembinaan

terhadap sumber daya manusia di PT. Pelayaran Tonasa Lines.
Membahas dan mereview setiap program unit-unit kerja untuk
melihat peluang dan hambatan yang dialami dalam proses

pencapaian target.

. Mensosialisasikan kebijakan dan aturan perusahaan kepada

seluruh karyawan di PT. Pelayaran Tonasa Lines.
Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di luar

perusahaan.



33

12. Direktur Operasi, Armada, dan pengawas teknik (Operation,

Fleet, And Technical Superintendent Director)

a. Mengelola unit-unit kerja di bawah divisi Technical
Development sebagai fungsi yang mendukung bisnis inti PT.
Pelayaran Tonasa Lines.

b. Menyusun perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan, dan
melakukan mekanisme pengawasan terhadap unit-unit di
bawah divisi Technical Development untuk memastikan
operasional kapal PT. Pelayaran Tonasa Lines berjalan lancar
dan tidak mendapat hambatan.

c. Melakukan evaluasi terhadap proses, Kinerja, dan
performansi setiap unit di bawah direktorat Technical
Development dan memberikan review dan rekomendasi
perbaikan terhadap proses kerja terkait.

d. Memberikan jaminan dukungan dari divisi Technical
Development sehingga bisnis inti perusahaan berjalan lancar
tanpa adanya hambatan dalam proses dan pengembangan
bisnis dapat dilakukan secara optimal.

e. Menjaga konsistensi unit-unit di bawah divisi Technical
Development PT. Pelayaran Tonasa Lines untuk memastikan
agar operasional kapal PT. Pelayaran Tonasa Lines terlaksana
sesuai prosedur yang berlaku, dan selaras dengan visi, misi,

dan nilai-nilai PT. Pelayaran Tonasa Lines.
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Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran
senior manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh
stakeholder PT. PelayaranTonasa Lines.

Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di

luar perusahaan.

13. Manajer Senior Armada (Fleet Senior Manager)

a.

Mengelola unit-unit kerja di bawah divisi Fleet sebagai
fungsi yang mendukung bisnis inti PT. Pelayaran Tonasa
Lines.

Menyusun perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan, dan
melakukan mekanisme pengawasan terhadap unit-unit di
bawah divisi Fleet untuk memastikan proses perbaikan kapal
PT. Pelayaran Tonasa Lines berjalan lancar dan tidak
mendapat hambatan.

Melakukan evaluasi terhadap proses, Kkinerja, dan
performansi setiap unit di bawah direktorat fleet dan
memberikan review dan rekomendasi perbaikan terhadap
proses Kkerja terkait.

Memberikan jaminan dukungan dari divisi Fleet, sehingga
bisnis inti perusahaan berjalan lancar tanpa adanya hambatan
dalam proses dan pengembangan bisnis dapat dilakukan

secara optimal.
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Menjaga konsistensi unit-unit di bawah divisi Fleet PT.
Pelayaran Tonasa Lines untuk memastikan agar perbakan
kapal PT. Pelayaran Tonasa Lines terlaksana sesuai prosedur
yang berlaku, dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai
PT. Pelayaran Tonasa Lines.

Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran
senior manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh

stakeholder PT. Pelayaran Tonasa Lines.

14. Manajer Senior Operasi (Operation Senior Manager)

a.

Mengelola unit-unit kerja di bawah divisi Operations sebagai
fungsi yang mendukung bisnis inti PT. Pelayaran Tonasa
Lines.

Menyusun perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan, dan
melakukan mekanisme pengawasan terhadap unit-unit di
bawah divisi Operations untuk memastikan operasional dan
bisnis PT. Pelayaran Tonasa Lines dan entitas-entitas yang
berada di dalamnya berjalan lancar dan tidak mendapat
hambatan dari fungsi-fungsi Operations (Information System,
General Affairs, dan Quality Assurance & HSE).

Melakukan evaluasi terhadap proses, Kinerja, dan
performansi setiap unit di bawah direktorat Operations, dan
memberikan review dan rekomendasi perbaikan terhadap

proses kerja terkait.
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d. Memberikan jaminan dukungan dari divisi Operations

sehingga bisnis inti perusahaan berjalan lancer tanpa adanya
hambatan dalam proses dan pengembangan bisnis dapat
dilakukan secara optimal.

Menjaga konsistensi unit-unit di bawah divisi Operations PT.
Pelayaran Tonasa Lines untuk memastikan agar operasional
PT. Pelayaran Tonasa Lines terlaksana sesuai prosedur yang
berlaku, dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai PT.
Pelayaran Tonasa Lines.

Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran
senior manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh

stakeholder PT. Pelayaran Tonasa Lines.

15. Manajer Senior Pengawas Teknik (Technical Superintendent

Senior Manager)

a.

Memastikan baik Bulk Carrier Staff maupun Barge Staff
sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Memastikan kebutuhan-kebutuhan kapal sudah terpenuhi.
Memastikan kapal beroperasi sesuai jadwal rute yang telah
diterima.

Memastikan kapal tongkang sudah dibersihkan setelah kapal

tiba sandar di dermaga dan selesai bongkar.
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e. Memastikan kondisi kapal mulai dari berangkat berlayar, tiba
di pelabuhan tujuan sampai kembali bersandar tidak
mengalami gangguan.

f.  Memastikan perbaikan kapal dilakukan sesuai dengan hasil
analisa antara permintaan dengan kondisi kerusakan di atas
kapal.

g. Memastikan kapal yang mengalami kendala teknis sudah
selesai diperbaiki.

h. Memastikan proses bongkar/muat kapal berjalan dengan baik.

I.  Memonitor keberadaan kapal dimana pun posisinya.

J. Menyusun rencana jadwal docking kapal.

E. Hasil Penelitian

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelayaran Tonasa
Lines yang bergerak di bidang jasa pelayaran, segala bentuk transaksi
penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dikenakan perlakuan
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT Pelayaran
Tonasa Lines dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Perusahaan yang bergerak di pemberian jasa pelayaran ini merupakan
Subjek Pajak karena melakukan penyerahan jasa kena pajak yang
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban untuk
melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat
sedang melakukan transaksi penyerahan jasa kena pajak dan juga

mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak
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Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta
melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan
SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan rincian diatas PT
Pelayaran Tonasa Lines melaksanakan kewajiban dan hak yang terkait
dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang
PPN No.7 Tahun 2021 yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai.

2. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat
dikurangkan dari pajak Pertambahan Nilai yang terutang
dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.

3. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas
persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi atas
penyerahan Jasa Kena Pajak.

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dapat
diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling
tinggi 15% (lima belas persen).

5. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-
lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa

Pajak.
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Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang

diterbitkan atau dibuat.
Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan tertentu.

Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur.

11%

v
\ 4

Tarif PPN dapat berubah

Tarif PPN

v

— DPP

Atas ekspor:

g

Serendah-
1. JKP0% rendahnya 5%

\4

Setinggi-
tingginya 15%

Gambar 3.1 Mekanisme dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pertanyaan mengenai penyediaan jasa Yyang

dilakukan oleh PT Pelayaran Tonasa Lines data yang didapat oleh

penulis bahwa PT Pelayaran Tonasa Lines melakukan penyediaan jasa

di bidang freight forwarding atau dapat disebut jasa pengurusan

transportasi bersifat komersial karena kegiatan usahanya berfungsi

sebagai Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Karena sifat usahanya

juga dapat juga diklasifikasikan sebagai jasa pelayaran. PT Pelayaran




40

Tonasa Lines tentunya sudah mengantongi beberapa izin usaha yang
berkaitan dengan usaha pada bidang jasa pelayaran ini yang
dinyatakan oleh pak Mustari pada sesi wawancara tanggal 11 Mei
2023 yang menyatakan:
“perusahaan ini kan bergerak di bidang jasa pelayaran, tentunya
kita harus mengantongi izin usaha seperti SIUPKK ini surat izin
usaha yang harus dimiliki perusahaan, rata-rata seperti itu dek”
Penyediaan jasa pelayaran ini untuk kegiatan operasional dan
menunjang aktivitas sebagai perusahaan pelayaran yang tugas
pokoknya melayani distribusi angkutan Semen Tonasa antar pulau.

Jika dalam kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pelayaran

Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

PPN merupakan pajak yang diebankan untuk transaksi atas
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN
biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang
diperjualbelikan tersebut. Berdasarkan pertanyaan mengenai faktur
pajak, informasi yang dapat diambil dari penulis bahwa di PT
Pelayaran Tonasa Lines membuat faktur pajak di aplikasi bernama
e-faktur. Penerbitan faktur pajak ini dilakukan setiap tanggal 15
bulan berikutnya, seperti yang dinyatakan oleh pak Mustari hasil
wawancara pada tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

“jadi seperti pada pembuatan faktur di bulan Januari batas
pembuatannya hingga tanggal 12 Februari dan setelah tanggal
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tersebut perusahaan tidak dapat lagi membuat faktur untuk

bulan itu. ”

Sebelum menginput faktur pajak pihak perusahaan diwajibkan
merekam nomor seri faktur yang didapatkan dari aplikasi online
bernama e-nofa. Di dalam web tersebut pihak perusahaan
mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor seri faktur
untuk diinput ke dalam faktur pajak tadi. Perlu diketahui bahwa e-
nofa ini adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk melakukan permintaan nomor seri faktur
pajak secara online. Permintaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)
didahului dengan mengisi nama pemohon, tahun pajak, dan data
lainnya yang tidak disebutkan oleh informan. Setelah mendapatkan
NSFP, nomor seri tersebut diinput ke referensi.

Penginputannya mulai dari faktur pajak keluaran, tentukan
bulan dan tanggal pada bulan yang ingin diinput. Nanti akan
muncul remaks yang ingin diisi ermasuk tagihan untuk rekanan.
Kemudian melakukan crosscheck ulang terkait penginputan data
tadi.

Berdasarkan pernyataan yang didapat terkait pertanyaan-
pertanyaan yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak di
perusahaan ini pak Mustari menyatakan bahwa faktur pajak dibuat
berdasarkan sistem kontrak yang telah disetujui oleh pihak PT
Pelayaran Tonasa Lines dengan pihak rekanan. Pada faktur pajak

akan terlihat adanya kemungkinan perbedaan di setiap faktur pajak
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yang dikeluarkan dikembalikan lagi pada kontrak yang telah
disetujui kedua belah pihak yang dijadikan dasar pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

Proses pembuatan faktur pajak menginput semua nilai atau
remark, setelah semua diinput dan disesuaikan kemudian pihak
perusahaan mengupload ke sistem setelah selesai nantinya akan ada
barcode di setiap faktur pajak yang berfungsi sebagai identitas unik
dan berisi semua informasi yang terdapat pada faktur pajak
tersebut. Barcode ini muncul setelah staff yang bertugas di bagian
pajak mengapprove semua data yang telah diisi tadi. Faktur pajak
akan dibuat secara terinci akan terlihat item pandu, tunda, dan
pelabuhan labuh tuks yang dijadikan dasar pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai dan total keseluruhan dari besarnya penyediaan
jasa yang harus dibayarkan oleh rekanan atau user kepada PT
Pelayaran Tonasa Lines. Faktur pajak atas dasar pengenaan pajak
ini dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.

Terkait dasar pengenaan pajak yang dilihat dari invoice,
didapat data bahwa invoice akan dikirimkan oleh PT Pelayaran
Tonasa Lines kepada rekanan berdasarkan termin yang telah
disepakati di dalam kontrak, invoice yang dibuat oleh PT Pelayaran
Tonasa Lines dibuat secara rinci ataupun tidak, tergantung juga dari

kontrak kerja yang telah ada.
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Berdasarkan jumlah invoice dalam satu bulan pajak yang
nantinya akan diapproved oleh bagian yang bersangkutan. Setelah
semua proses tersebut selesai, selanjutnya perusahaan menginput
pajak masukan dan data lainnya secara otomatis yang diperoleh
dari sistem dan mengupload semua data secara online yang harus
connect pada jaringan internet kantor.

Ada atau tidaknya rincian pada invoice tersebut berdasarkan
perjanjian antara perusahaan dengan rekanan. Terkait dengan isi
perjanjian kontrak diawal mengenai sistem kerja yang akan
dikerjakan.

Ada satu kondisi dimana rekanan tidak membayar Pajak
Pertambahan Nilai itu sendiri. Ini disebabkan berdasarkan pada
lampiran 1 dan lampiran 2, terlihat perbedaan faktur pajak yang
dibuat secara rinci. Pada lampiran 1 tertulis nominal total PPN
yang harus dibayar rekanan dan pada lampiran 2 tidak dipungut
PPN hal ini didasari oleh peraturan perundang-undangan No.69
Tahun 2015 yang berisi jasa penyerahannya tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai meliputi jasa tunda dan jasa labuh seperti yang
tertulis di lampiran 2.

Kondisi lainnya adalah ketika pajak masukan lebih besar
daripada pajak keluaran. Pada penelitian kali ini penulis

mendapatkan informasi bahwa PT Pelayaran Tonasa Lines
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membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

. Penyetoran PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Bendahara
Keuangan di perusahaan wajib disetorkan ke Bank/Kantor Pos
Persepsi paling lambat 7 hari setelah tanggal pelaksanaan
pembayaran tagihan. Apabila pihak perusahaan pada hari tersebut
ingin membayar dan jatuh pada hari libur, maka penyetoran harus
dilakukan pada hari kerj berikutnya. Pak Mustari juga menyatakan
bahwa perusahaan memiliki m-banking yang meliputi beberapa
bank seperti BNI, Mandiri, BCA, BRI, dan Bukopin yang
memudahkan mereka ketika ingin menjalankan kewajibannya
membayar pajak. Dalam mengajukan tagihan, PT Pelayaran Tonasa
Lines selaku penyedia jasa pelayaran diwajibkan membuat faktur
pajak PPN seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Mustari. Ketika
proses pembayaran telah selesai dilakukan, maka dokumen
selanjutnya yang akan diterbitkan adalah Nota Penjualan Jasa

Kepelabuhan (NPJK).

. Pelaporan PPN
Pemungutuan dan penyetoran PPN yang dilakukan bendahara
keuangan harus dilaporkan ke KKP setempat paling lambat akhir

bulan setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Bila
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jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja
berikutnya atau dilakukan secara online melalui e-form. Laporan

dibuat dengan menggunakan formular SPT Masa.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor PPN
No.7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang telah
dikukuhkan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan  Nilai. Kementrian Keuangan Republik Indonesia
menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 terkait
penyerahan jasa apa saja yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Perusahaan yang bergerak di pemberian jasa pelayaran ini merupakan
Subjek Pajak karena melakukan penyerahan jasa kena pajak yang
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban untuk
melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat sedang
melakukan transaksi penyerahan jasa kena pajak dan juga
mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak
Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan
perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai.

PPN merupakan pajak yang diebankan untuk transaksi atas Barang
Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya
ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan
tersebut. Berdasarkan pertanyaan mengenai faktur pajak, informasi yang

dapat diambil dari penulis bahwa di PT Pelayaran Tonasa Lines membuat
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faktur pajak di aplikasi bernama e-faktur. Penerbitan faktur pajak ini
dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Sebelum menginput faktur pajak pihak perusahaan diwajibkan
merekam nomor seri faktur yang didapatkan dari aplikasi online bernama
e-nofa. Di dalam web tersebut pihak perusahaan mengajukan permohonan
untuk mendapatkan nomor seri faktur untuk diinput ke dalam faktur pajak
tadi. Perlu diketahui bahwa e-nofa ini adalah sebuah aplikasi yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan permintaan
nomor seri faktur pajak secara online. Permintaan NSFP (Nomor Seri
Faktur Pajak) didahului dengan mengisi nama pemohon, tahun pajak, dan
data lainnya yang tidak disebutkan oleh informan. Setelah mendapatkan
NSFP, nomor seri tersebut diinput ke referensi.

Penginputannya mulai dari faktur pajak keluaran, tentukan bulan dan
tanggal pada bulan yang ingin diinput. Nanti akan muncul remaks yang
ingin diisi ermasuk tagihan untuk rekanan. Kemudian melakukan
crosscheck ulang terkait penginputan data tadi.

Berdasarkan pernyataan yang didapat terkait pertanyaan-pertanyaan
yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak di perusahaan ini pak
Mustari menyatakan bahwa faktur pajak dibuat berdasarkan sistem kontrak
yang telah disetujui oleh pihak PT Pelayaran Tonasa Lines dengan pihak
rekanan. Pada faktur pajak akan terlihat adanya kemungkinan perbedaan di

setiap faktur pajak yang dikeluarkan dikembalikan lagi pada kontrak yang
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telah disetujui kedua belah pihak yang dijadikan dasar pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

Proses pembuatan faktur pajak menginput semua nilai atau remark,
setelah semua diinput dan disesuaikan kemudian pihak perusahaan
mengupload ke sistem setelah selesai nantinya akan ada barcode di setiap
faktur pajak yang berfungsi sebagai identitas unik dan berisi semua
informasi yang terdapat pada faktur pajak tersebut.

Berdasarkan peraturan tersebut maka PT Pelayaran Tonasa Lines
wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai selama kegiatan penyerahan
jasa di dslsm usahanya tersebut. Sistem dan prosedur pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai itu didasarkan atas DPP kontrak kerja yang disepakati
oleh kedua belah pihak. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2022. Pada penerapannya PT
Pelayaran Tonasa Lines menggunakan DPP berdasarkan system perjanjian
atau kontrak yang diterima oleh PT Pelayaran Tonasa Lines dari rekanan

dan telah disepakati.

. Saran
Saran yang dapat diberikan kepada PT Pelayaran Tonasa Lines adalah
sebagai berikut:
1. PT Pelayaran Tonasa Lines tetap patuh dalam segala urusan yang
berhubungan dengan perpajakan, agar dikemudian hari dapat

meminimalisir pemeriksaan oleh fiscus.
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PT Pelayaran Tonasa Lines dapat lebih memahami peraturan
pelaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan Kkegiatan jasa
pelayaran sehingga dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak tidak
hanya terpaut pada kontrak saja, namun harus memahami DPP apa

yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak perusahaannya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak

— P
Faktur Pajak
Kode dan Nomee Sed Faidur Pajak : 011.007-22 36200419
Pengusaha Kena Pajak
Nama : PT O/ SAMUDERA UNE
Alamat : A GREGES BARAT | NO 35 RT 002 RW 001 , KOTA SURABAYA
NPWP : 94,344 174 1814000
Pembell Barang Kena Pajak / Panerima Jasa Kena Pajak.
Nama : PT. PERUSAHAAN PELAYARAN TONASA LINES
Alamat : JU KAPTEN PAHLAWAN LAUT Biok - No.§ RT:000 RW-000 Kal SAMALEWA Koc BUNGORO
Kota/Kab PANGKEP SULAWES! SELATAN 00000
|_NPWP ;01,412,223 8812.000
Parggantan/Uang
™ Nama Barang Kena Pofak / Jasa Kana Paiak R e
1 ENGE PORT IH 00T PORT CFErRAS TONAL AGERCY Y 00
2 Wﬁmum&u 1.800.000,00
3 SO0k 100.000,00
4 Wﬂ 75.000,00
5 | Rovs000xy Eaen e
5 | ORANIT UKE0DSR 550.000,00
7 | MATA GRANIT 175.000,00
8 | Anunomxt 175,000,00
Harga Jual / Penggantan 11.526.000,00
Diurangl Polongan Hargs 0,00
Diturangi Uang Muka Q.00
Dasar Pengunssn Paiak 11.525.000.00
Total PPN 1.267.750,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewash) 0,00
) k. Jordoral e Pt Pagub b buish ook sebir gy
puada Fatovy Pajak i
KOTA SURABAYA, 11 November 2022
. AND! MUHAMMAD FARIED

 1EINOSLPTUTLIOMR2 0W022
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Lampiran 2 Faktur Pajak

[ Faktur Pajak
Kode dan Nomor Serd Faktur Pajek : 070.009-22 21702183

Pengusaha Keea Pajak

ittt i—
Nama : PT DWI SAMUDERA LINE

Ammat : JL GREGES BARAT | NO 35 RT 002 RW 001 , KOTA SURABAYA

NPWP ; 94.344.174.1614.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Pererima Jasa Kens Pajok

Nama : PT. PERUSAHAAN PELAYARAN TONASA LINES

Alamat ; JL. KAPTEN PAHLAWAN LAUT Bick - No & RT-000 RW:000 Xel SAMALEWA Kec BUNGORO
KotaXab PANGKEP SULAWES! SELATAN 00000

| NPWP : 01.412.2238.812 000
JualPenggantianUsng
ho Nama Barang Kens Pajak / Jasa Kena Pajak N oS

1 PANDU, TURDA PELINGO TV KA TONASA UNES-KRV §.426.396,00

2 ms%ﬁi '&ﬁﬁm 321.216,00
Harga Sl / Penggantian 6.747.612.00
Divurang: Potongan Hags 0,00
Durangl Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 6.747.612,00
Totat PPN 742.237,00
Totw PPRBM (Pajak Panjsalan Barang Mewsh) 0,00

Savusal deraen hotaetsss yary Dorlates, Dretdorst Sorvded Pajeh, mengetr badres Fabar b b tebeh diarditangent secans shehirond. sehrgDe
Sdak Cloarksoen tandls Snaes bessh peds Fakds Pk
KOTA SURABAYA, 11 November 2002
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Lampiran 3 Foto Bersama Pak Mustari, S.E (Staff Pajak)

. S

L o

Lampiran 4 Bukti Penerimaan Elektronik Lebih Bayar




55

Lampiran 5: Hasil Plagiarisme




56




57



58




59




BIOGRAFI PENULIS
Qanita Mokodompis adalah nama penulis karya tulis ilmiah

ini. Lahir pada tanggal 1 Mei 2001 di Makassar, Sulawesi
Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara,
dari pasangan bapak Farid Mokodompis dan ibu Siti

Muliyati. Penulis menempuh Pendidikan di SD Negeri 31

Tumampua V Pangkep, SMP Negeri 2 Pangkep, dan SMA Negeri 2 Unggulan
Pangkep. Penulis melanjutkan studinya di Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga aktif dalam pengembangan diri dan kekreatifan, seperti seminar
pengembangan diri, public speaking, dan merajut. Dengan ketekunan, motivasi
yang tinggi untuk terus berusaha dan belajar memperbaiki diri, penulis telah
berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan
karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan
di Indonesia, maupun dunia.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas
terselesaikannya karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Sistem dan Prosedur
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT

Pelayarn Tonasa Lines”



